\
\
l
|

E\
l

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR § TAHUN 2022

TENTANG

ORGANILSASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang
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KABUPATEN BOMBANA

: -D}*’;NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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a.

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu
dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;

bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja. Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sudah tidak

‘sesuai dengan perkembangan hukum éehingga perlu

diganti;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi d
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.



Mengingiat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
‘ Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi .dan Kabupaten_ Kolaka Utara di Kabupaten
Bombana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun -
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sébagaimana tellah. diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaj'r.nanalﬁ
telah beberapa terakhir diubah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun/
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2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477); v

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tah'un 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
421);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 398);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Da;erah adalah Kabupaten Bombana.

Pemeﬂntah Daerah adalah Pemerintah'Kabupaten Bombana.
Bupati adala|h Bupati Bombana.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan

No ook e

Rakyat, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, serta

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.




Staf Ahli adal:a’h Staf Ahli Bupati Bombana.
Jabé.tan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta

Administrasi

Pemerintahan dan Pembangunan.

10. .,Jab}atan Pengawas .adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab

méngendalika.n pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

peléksana.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugés berkaitIan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan

keterampilan tertentu.

BAB I
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diwadahi dalam bentuk Sekretariat

Daerah.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaiman dimaksud dalam Pasal
2 adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan

pemerintahan

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan
bidang Sekretariat Daerah.



(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pad'Tl ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Pemerintahan yang menjadi

kewenangan da|1erah.
(2) Sekretariat Daqrah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Dae;rah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati. | |
| Pasal 6 -

|

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

menyusun kebij?kan dan mengoordinasikan administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat

Daerah fnempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengdrganisasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi
Daerah; dan | -

e. pelakSanaan tuéas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat
Daerah inempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah,




b. pembinaan pemekrintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam
arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan
petunjpk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan
pemeﬁntahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;

c. pembinaan administrasi, organisasi daﬁ tata laksana serta memberikan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksanaan kelembagaan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Organisasi Sekrciatariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas)
Bagian, 2 (dua) Siub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
a. Asisten: '
1. "‘Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

|

3. Asisten Administrasi Umum.
b. Bagian-Bagiatn terdiri dari :
. Bagian Tata Pemerintahan;
. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
. Bagian Kerjasama;
. Bagian Hulkum;
. Bagian Perekonomian,;
. Bagian Adrlninistrasi Pembangunan,;
. Bagian Sumber Daya Alam;
. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

|

. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
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. Bagian Organisasi;
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. Bagian Umum;

[
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. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
. Sub Bagian'Protokol dan Komunikasi Pimpinan./
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c. Staf Ahli Bupati.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten sebaga?imana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang

(3)

(1)

Asigten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah.

Bag?n struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum

dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal 10

‘Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan| tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tatalaksana, memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh Perangkat  Daerah  serta menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Dinas dan Badan Daerah.
Dalam rangka | pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Selitetaris Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

- b. penyusunan; monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;

d. .peinbinaan dan penyelenggaraan administrasi aparatur Pemerintahan
Déerah;

e. pembinaan |dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana Pemerintah Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fuhgsinya/




(1)

(1)

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

Asisten Pemexl“intahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Selfretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di

-bidaiflg pemerintahan, hukum, dan Kkerjasama, dan pengoordinasian

penyfusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan
dan ievaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan,
Kesej'ahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama.

|
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang

Asisfen dan bexi'tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Asisten

Pemérintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan
kerja sama,;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang tata
pefneﬁntahalll, hukum, kesejahteraan rakyat, dan kerjasama;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. pefnantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata
pei‘nerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;

e. peinantauaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian t'ujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor

yang memp(lingaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama;

f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Asiéte_n Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
.c. Bagian Kerja Sama; dan

d. Bagian Hukum.




(2)

(2)

(4)

Daerah., /
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Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing - masing di pimpin
oleh seorangI Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

daérah melallui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 13

Bagian Tata |Pemerintahan ‘mempunyai ‘tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
da{erah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan | dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan

pembinaan | administrasi di bidang administrasi pemerintahan,

‘administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Urituk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bagian

Tata .Pemerin’tahan menyelenggarakan fungsi.:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah,

b. iaenyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

c. penyiapan | bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang adminstrasi pemerintahan, adminstrasi kewilayahan

dan otonomi daerah;

d. penyiapan | bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan otonomi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

: !
- Kelompok Jabatan .Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis bagian tata pemerintahan sesuai bidang keahliannya, dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
pefaturan pell'undang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Bagian Tata| Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Sekertaris
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Pasal 14

Susuna;l organisasi Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

Bagian Keempat
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 15

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan |pengoordinasian  perumusan kebijakan  daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan,
KeSejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melakslanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala

Baglan Kesejalhteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. p:enyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. pvenyiapan 1|3ahan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang| keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
rhasyarakatf

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di
inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang

masyarakatl; dan

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahtraan

d. pelaksanaafl fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan
déngan tugas dan fungsinya.

Keldmpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
,i:ekﬁis bagian. kesejahteraan rakyat sesuai bidang keahliannya, dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalém melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah. /
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Pasal 16

Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bagian Kerjasama

Pasal 17

Bagian Kerjasama mempumnyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, peﬂgoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
Perhantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan
pelaksanaan 1loembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam
negeri, fasilitatsi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bagian

Kerjasama me!nyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama
dalam negeri, kerjasama luar negeri, dan evaluasi kerjasama;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi
kebijakan,;

C. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan

evaluasi kerjasama;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan
evaluasi kerjasama;

e. penyiapan |bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

kerjasama,; !dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugffls dan fungsinya;
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
tekriis bagian| kerjasama sesuai bidang keahliannya, dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku/




(4)
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Ba{gian Kerjasama dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Susunan organisasi Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(3)

Bagian Keenam

Bagian Hukum

Pasal 19

' Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pen‘goordinasi'an pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
perﬁantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum serta (llokumentasi dan informasi.

Unfuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian
Hukum menytTlenggarakan fungsi :

.a..penyiapan ‘T)ahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. p'ényiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan

informasi hukum;

. penyiapan |bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di| bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta

~ dokumentasi dan informasi hukum;

-.pényiapa.n Pahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan

informasi hukum;

. pélaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugelts dan fungsinya.

Keldmpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan tugas

_ teknis sesuai bidang keahliannya, dan .melaksanakan tugas lain yang

d1ber1kan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. /

1
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(4) Keiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Bagian Hukum dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

terdiri daﬁ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

Asisten Perekonomian dan Pembanguanan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ,

peﬁgoordinas__an pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perumusan

kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan

|

daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan ,

peﬁgadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

(2) Asiéten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten

(3)

yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melakal‘,anakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Asisten

‘Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian  perumusan  kebijakan daerah di  bidang

perekonom._an dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam;

c. perumusan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. pemantanan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
ﬁencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonom.l'_an, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f. pelaksanaan ‘fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di

|
bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barangp/




(1)
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dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 22

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

a. Bagian Perekonomian;

b. Bagian Administrasi Pembangunan,;

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

d. “Bagian Sun‘rber Daya Alam.

Bagian sebaglaimana dimaksud pada ayat (1) masing - masing di pimpin
oleh seorang| Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Kedelapan

Bagian Perekonomian

Pasal 23

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
perjlmusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Peréngkat Daerah, penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

|
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan

distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

|

Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan \bahan perumusan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di |bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil;

b. penyiapan | bahan pengoordinasian perumusan pelaksanaan tugas
vPerangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian dan distribusi _perekonomian, dan perencanaan dan
pengawasajn ekonomi mikro kecil; | o

c. penyiapan |bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di

ihginkan, dan faktor mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi/




(3)
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perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tug‘ras dan fungsinya.

Kelompok ...}abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis bagi[an perekonomian sesuai bidang keahliannya dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

‘Bagian Perekonomian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Susunan organisasi Bagian Perekonomian sebagimana dimaksud dalam Pasal

23 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

Bagian Kesembilah

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 25

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian perumusan Kkebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan| tugas Perangkat Daerah, penatausahaan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program,

Pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan| bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di| bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan| bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di
inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan/
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(4)
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di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi

dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis bagian administrasi pembangunan sesuai bidang keahliannya dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
per;'aturan pe‘rundang-undangan yang berlaku.

Keiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
daiam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala
Bagian  Administrasi Pembangunan dan bertanggungjawab kepada

S.ekretaris Daerah.

Pasal 26

Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Bagian Sumber Daya Alam

Pasal 27

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
peflgoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan penatausahaan dan evaluasi

peIaksanaan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan, Sumber Daya Alam pertambangan

dan lingkungan hidup serta Sumber Daya Alam energi dan air.

_ ,Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, dlmaksud pada ayat (1), Bag1an

Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan | bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
i)idang Sumber Daya Alam, pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, Sumber Daya Alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan Sumber Daya Alam energi dan air;

b. penyiapan| bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
_Dae;jah_ di bidang Sumber Daya Alam, pertanian, kehutanan, kelautan

. dan perikanan, Sumber Daya Alam pértambangan dan lingkungan

hidup, dan Sumber Daya Alam energi dan air; /
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c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah tertkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di
inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang bidang Sumber Daya Alam pertanian, kehutanaﬁ, kelautan
- dan perikanan, Sumber Daya Alam pertambangan dan lingkungan
hidup, dan| Sumber Daya Alafn energi dan air; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis bagian Sumber Daya Alam sesuai bidang keahliannya dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala
Bagian Sumber Daya Alam dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah.

Pasal 28

Susunan organisasi Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

Bagian Kesebelas

"Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

|

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

|

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan |dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan

jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan

advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melakisanakan, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

_ Péngadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan |bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan layanan pengadaan sgcara

elektronik,| pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;




(3)
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b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang pengelolaan batang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
éecara elek‘tronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan | bahan  pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di |bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan| secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa; ’

d. penyiapan | bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
iayanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan! barang dan jasa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.
Keiompok Jlabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai bidang keahliannya dan
mélaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam ‘melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

| ngian Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris Daklerah.

Pasal 30

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksjld dalam Pasal 29 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melaksanakan tugas:
a. imelaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang /jasa;
b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
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d. I:nenyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang di butuhkan;
e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. r@enyusun dan mengelola catalog elektronik lokal/sektoral;

£. membantu perencanaan .dan pengelolaan kontrak pengadaan

barang /jasa pemerintah;

h. ﬁuelaksan an pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
Barang/ jasla pemerintah; dan

i. @elaksmakm fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fimgsinya.

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala

._S.ub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan

,Bafang dan J asa.

Kelompok J;abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
tel{nis bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai bidang keahliannya dan

mei’aksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|

(5) Kelémpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam

(1)

(2)

melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala. Bagian
- Pengadaan Barang dan Jasa serta bertanggung Jawab kepada Sekretaris

Daérah.

Bagian Kedua Belas

Asisten Administrasi Umum

Pasal 32

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Seékretaris
Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan,

pehgkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan

.dan evaluasi|pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi,

prt}tokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.
Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang
bertanggun!awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uﬁtuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Asisten

Adrninistrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
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a. pényusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

b. pelaksanaa? kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi
pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c. pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

organisasi;

d. pényiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
kéuangan;
e. pémantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil

negara .pada‘l instansi daerah; dan

g. pelaksanaa[n fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang organisasi, protokol komunikasi, umum dan administrasi
pimpinan serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan

tugas dan fungsinya
Pasal 33

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Bagian Organisasi;

c. Bagian Umum;

d. Bagian Prot|okol dan Komunikasi Pimpinan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing - masing di pimpin
oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

Bagian Ketiga Belas

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 34

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinas'ian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan,

keuangan dan pelaporan serta Aset Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

Pei'encanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. fenyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta Aset Daerah;

b. .:penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

;Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
fdaerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di
iinginkan, dan faktor yang menpengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
fdi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. 7pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.

Kélompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis perencanaan dan keuangan sesuai bidang keahliannya dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh pimpinan sesuai dengan
pératuran perundang-undangan yang berlaku.

Kélompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Baglan Per;‘encanaan dan Keuangan dan bertanggungjawab kepada

Sékretaris Daerah.

Pasal 35

Susunan -organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan  sebagaimana
dimakgud dalam [Pasal 34 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

Bagian Keempat Belas

-Bagian Organisasi

Pasal 36

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan | kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, dan tata laksana,
dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Uﬁtﬁk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

Qrganisasi menyelenggarakan fungsi :
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reforma'lsi birokrasi;

b. penyiapan |bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
.bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata

' lékséna serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. ﬁenyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kelembagaan dan analisis Jabatan, Pelayanan Publik
dan tata Ia][csana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;

d. benyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di ‘pidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kelompok Jlabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
tekni's Bagian Organisasi sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Bagian Organisasi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

-Pasal 37

Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian KeLima Belas

Bagian Uinum

Pasal 38

{1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
ktf:bijaka.n dan penatausahaan dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, s| ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian
Uiinum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapar'1 bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha

: pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga/
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b. penyiapan |bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata

ilsaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga; dan
C. f)elaksanarlln fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis bagian Umum sesuai bidang keahliannya dan melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
uﬁdangah yaing berlaku;.

Kélompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

daJam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Baglan Umum dan hertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

Bagian Keenam Belas

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 40

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
kébijakan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pémantauan' dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pfotokol, k01L1unikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian

Pfotokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kehijakan. d.lbldang protokol komunikasi

. pimpinan, dan dokumentasi;

b penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan yang berkaitan

__,_den‘gan Jtugasnya. /
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
teknis bagian| Protokol dan komunikasi pimpinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jal‘)atan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan bertanggungjawab kepada
Sekfetaris Daerah.

Pasal 41

Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana
dhnaks@d dalam Pasal 40 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

Pasal 42

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
a. Sub Bagian| Protokol dan Komunisasi Pimpinan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subf Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan

tugas :

a. jmelaksane'\kan tata protokoleran dalam rangka penyambutan tamu
pemerintah daerah;

b. fmenyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

c. Qmenyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
fDaerah daln Wakil Kepala Daerah;

d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

e. i'melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

‘Kepala Daerah;

i E.,menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi

juru bicara pimpinan daerah;

g. jimemberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian
: informasi tertentu;

h. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait
sesuai ke‘tl)utuhan dan atau atas arahan pimpinan,;

i. - menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan
: .mend_esa1|< sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

j- ;menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; o

k. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
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1. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah; dan v

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
‘tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol

daﬁ Komunikasi Pimpinan.

abatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai bidang

Keiompok J

keahliannya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

seSuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) _Keldmpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam

melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan bertanggung Jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan Belas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan ketentuan

peratur_an perundang-undangan.

(1)

(3)

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan

fuflgsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional

sesuai bidang keahliannya.

Kelompok J:'abatan Fungsional sebagaimana dimaksdud pada ayat (1)

) ~dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai

ru;ang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
masing-masing.

'Kok‘ordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas

koordinasi |penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan|dan evaluasi, serta pelaporan pada satz kelompok substansi

pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.




(1)
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Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- |
Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dari ayat (4) c’litetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan
peJabat yang berwenang.
Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub- koordlnator

sebagmmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4} ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sm}cromsas1 t|)a1k dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana serta dengan

Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas

masing-masing.

Dajam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala

' Bagian, Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

smkron1sas1 Falk internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai
dengan tugas pokok masing-masing.
Setiap pem1rr|1p1n satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Bombana wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 46

Sekretaris Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-

masing‘ dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

|

Sekretaris Daerah, memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing

dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas

bawahahnya.
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Pasal 48

Asisteri, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan |bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah dari bawahannya, wajib
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut

|

dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Satuan
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tugas dinas luar daerah,
Sekretaljis Daerah menunjuk Asisten untuk melakukan tugas-tugas kepala

sekretaris daeral'f sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat
dalamj lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dapat mendelegasikan
kewer;angan-keV(enangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku% )













